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Kata Pengantar

Para pembaca yang budiman.

Hampir 12 tahun HuMa berdiri, selama itu pula HuMa mencoba 
membahasakan kerumitan bahasa hukum hingga menjadi dekat dengan kaum 
kebanyakan. Kami  teringat apa yang dikatakan Foucault yang menautkan 
kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi 
pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Dia mengatakan 
bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, 
melainkan juga normalisasi dan regulasi (Sutrisno, 2005:154). Begitu 
pentingnya pengetahuan hukum terhadap orang-orang kebanyakan karena 
ketidaktahuan, akan berujung pada penindasan dan perampasan hak 
masyarakat marginal.

Komik bagi HuMa selain menjadi alat bantu untuk menjembatani gap antara 
bahasa hukum dengan bahasa kebanyakan, juga merupakan alat yang dapat 
menstimulus diskursus di kalangan kelompok penerima manfaat HuMa untuk 
mengkritisi bagaimana hukum dibuat, bagaimana ia bekerja dan bagaimana 
politik hukum dijalankan kepada mereka. Harapannya akan timbul kesadaran 
kritis terhadap hukum yang tidak berpihak kepada kaum marginal, sekaligus 
menjadi trigger bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

Sepuluh tahun terakhir, diskursus mengenai masyarakat adat menguat 
baik di daerah, nasional dan internasional dengan lingkup isu yang luas. 
Diskursus dan gerakan telah mencapai tonggak yang cukup signifikan dimana 
perjuangan telah sampai pada level kebijakan dan legislasi. Namun demikian, 
sejatinya diskursus yang ada juga diletakkan dalam bingkai konstitusional 
sehingga mendapat landasan fundamental dari Konstitusi Indonesia.

Komik ini merupakan karya terakhir dari penulis naskah serial komik HuMa 
sebelumnya: Hedar Laudjeng. Dia telah mangkat mendahului kita semua pada 
7 Juli 2012. Semoga komik ini menjadi kenangan yang manis bagi almarhum 
bagi masyarakat marjinal yang selalu almarhum bela semasa hidupnya.

Jakarta 14 November 2012
 

Andiko Sutan Mancayo
Direktur Eksekutif HuMa



Mengenang
Hedar Laudjeng

(1 Mei 1960 - 7 Juli 2012)

Penulis naskah komik HuMa
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seperti tahun-tahun sebelumnya,
puntana adalah desa yang damai

bagaimana ini?
semua jadi

tegang!!

waduh!

kita jangan 
ikutan tegang 

seperti 
mereka!

hmmm... coba aku 
baca sekali lagi 
buku uud 45 ini

padahal cuma 
diskusi buku 

ya?

eh, pak tua kok 
malah tenang-

tenang aja sih?
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“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan negara kesatuan 

republik indonesia yang diatur dalam undang-undang” 
begitu bunyi pasal 18(b) undang-undang dasar 1945

jadi, kampung 
kita ini di akui 
dan dihormati 
oleh negara, 

begitu maksudnya..
paham!?

kalau sudah 
paham apa 
gunanya?

emang perut 
bisa kenyang 

lantaran 
paham uud 

45!!

halo cooy!
hohohoho

jadi gak kita 
nonton dangdut 

malam ini?

woooiii...!!
kalau kamu gak 
suka diskusi..
pergi sana!!

Kriii
nng!!
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memang tidak banyak orang yang suka mempelajari aturan-aturan 
dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. itulah 
sebabnya sehingga banyak orang lupa untuk apa negara ini 

didirikan dan apa kewenangan dan tanggung jawab pemerintah...
 dan, bagaimana seharusnya memperlakukan rakyat yang turun-

temurun hidup di kampung-kampung sesuai harapan para pendiri 
republik ini

...itulah persoalan 
kita saat ini...! ... yang 
saya bacakan tadi, baru 
salah satu dari banyak 
pasal yang harus kita 
ketahui agar kita tau 
apa hak dan kewajiban 
kita sebagai manusia 
dan sebagai warga 

negara ri

sehingga kita tidak 
gampang diperlakukan 

seenaknya oleh siapa saja,
termasuk aparatur 

pemerintah...!
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ini ada yang saya lupa! 
coba kau terangkan 
untuk apa negara 

republik indonesia ini 
didirikan?

berdasarkan alinea keempat
pembukaan uud 1945,

negara republik indonesia ini didirikan:
PERTAMA, untuk melindungi segenap 

bangsa indonesia
dan seluruh tumpah darah indonesia...

KEDUA, untuk memajukan kesejahteraan umum...
KETIGA, untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa...
keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial

ooh.. itu toh?!?
saya hapal itu

tapi nggak ngerti 
apa maksudnya

mengerikan...!
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apanya yang 
mengerikan...?!

jangan asal 
bicara kau...!!

cobalah 
bayangkan, dari 

empat tujuan 
tadi apa yang 

sudah dicapai?
rasanya, ada 
tiga lain di 

sini...?

apa itu
tiga lain??!

LAIN DIBILANG,
LAIN DITULIS, 

LAIN PULA YANG 
DIKERJAKAN...!

itulah tabiat 
penguasa 
lalim!!

hahaha...

hmm...
benar juga 

kau
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sudah, sudah, sudah, coba tenang  semua...!
itu tadi uud yang ada bilang masyarakat adat,

saya suka itu. coba jelaskan lagi... saya rasa untuk 
orang kampung seperti kita ini

penting sekali!

betul pak tua, PASAL 
18(B) UUD 1945 

MENYEBUT TENTANG 
KESATUAN MASYARAKAT 

HUKUM ADAT!

ohh 
betul…?

betul pak,
begitu saya

baca disini...!

maksud saya yang 
terkandung dalam 

ISTILAH KESATUAN 
MASYARAKAT HUKUM 

ADAT?
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istilah ini 
tergantung situasi 

dan kondisi di 
berbagai daerah

tapi saat ini, juga 
tergantung siapa 

yang ngomong, 
ngomong kepada 

siapa dan tujuannya 
apa…hehehe

ya, jaman 
sekarang memang 
banyak orang yang 

aneh-aneh, ngomongnya 
kagak jelas. 

ayo coba kau jelaskan APA ITU 
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM 

ADAT? tapi awas, jangan bikin saya 
tambah bingung ya…!?

sabar
pak tua!



HAH? HAH?
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bapak-bapak, ibu-ibu, 
saudara dan saudari 

sekalian. assalaamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh!!! 

selamat pagi...!!! salam 
sejahtera untuk anda semua..!! 

...om santi  santi om

waalaikum 
salam...

inilah sebuah kisah sejarah...! peristiwa sejarah yang sangat 
menentukan, lahirnya bangsa dan negara republik indonesia 
tercinta...! saat itu, ketika perang dunia kedua sedang 
berkecamuk, bom berjatuhan di seantero negeri kita, senapan 
mesin menyalak  siang dan malam, anak-anak menjerit-jerit 
ketakutan, rumah-rumah terbakar.. orang-orang mengungsi 
meninggalkan kampung dan harta benda... penderitaan, 
kesedihan, kehancuran dan kematian.

sodara-sodara sekalian...! 
para pemimpin kita sadar-
sesadarnya, bahwa cepat atau 
lambat, perang akan berakhir. 
pasti ada yang menang dan 
ada yang kalah. tapi itu tidak 
penting bagi kita. bagi kita 
bangsa indonesia, siapapun 
yang menang perang, tidak 
boleh dibiarkan menjajah 
negeri ini... seperti yang 
dikatakan oleh bung karno, 
pemimpin besar reVolusi, 
belanda kita ganyang...! 
amerika kita setrika...! 
inggris kita linggis...!
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boleh juga 
pidatonya!

jepang 
diganyang 
juga...?!?

husss...! waktu 
itu nggak boleh 
bilang ganyang 

jepang... bahaya... 
bisa-bisa 

jepang nggak 
mau mendukung 
keinginan kita 
untuk merdeka..

sodara-sodara sebangsa dan setanah air...! setelah melakukan 
analisa situasi politik internasional dan mendengar kehendak 
rakyat dari seluruh pelosok negeri yang menuntut kemerdekaan, 

maka para pemimpin bangsa kita mendesak kepada pemerintah 
jepang agar segera mewujudkan janji-janjinya untuk mendukung 

kemerdekaan bangsa indonesia...! sodara-sodara sekalian, 
tampaknya para pemimpin kita paham betul makna kata-kata mutiara 

dari seorang FilsuF: VOX POPULI VOX DEI...!

apa lagi tuh? 
apa maksudnya?!



dokuritZu Zyunbi 
tyoosakaai
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suara rakyat 
adalah suara 

tuhan...! begitu artinya! dan 
karena itu tidak ada yang bisa 

membendung kehendak rakyat untuk 
melepaskan diri dari belenggu 

penjajahan...!!!

santai.. 
santai.. 
hehe..!!

oleh sebab itu 
dibentuklah 

DOKURITZU ZYUNBI 
TYOOSAKAAI

aduh...!! 
bahasa apa 
lagi tuh...?!
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itu bahasa jepang yang kalau 
diindonesiakan, kira-kira berarti
BADAN PENYELIDIK USAHA 
PERSIAPAN KEMERDEKAAN 

INDONESIA, DISINGKAT BPUPKI. 
anggotanya terdiri dari para pemimpin 
bangsa indonesia, seperti bung karno, 
bung hatta, mr. muhamad yamin, proF. 

soepomo, kh. wahid hasyim, latuharhary, 
maramis, soetardjo kartohadikoesoemo, 

dan lain-lain. mereka berkumpul di jakarta 
untuk membicarakan persiapan pembentukan 

negara yang sekarang dikenal
sebagai republik indonesia,

negara kita ini! jadi...

oooo... 
pahlawan-

pahlawan itu 
tho?!

iya... 
betuul!!

hei.. apa ini ada 
kumpul-kumpul..?! 
rapat gelap ya? 

..hiks!!

waduh..
gawat!!

ada petugas

huh.. dia 
lagi.. dia 

lagi!!
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sebaiknya kamu 
pulang.. jangan 
ganggu diskusi 

kami!!

hiks.. 
minggir pak 
tua.. hiks..

rapat gelap 
harus 

dibubarkan!!

kurang 
ajar!!
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badan kekar, otak tumpul, 
mabuk lagi...!! bukannya 

jaga keamanan tapi malah 
mengacau. pergi sana...!!!

nah ini 
dia, 

ternyata 
di sini!!

awas kau 
kalau kembali 
kesini lagi!

maaF, maaF pak tua.. 
kawan saya ini tergolong 

stok lama yang sedang 
direVisi otaknya untuk 
disesuaikan dengan 
perkembangan jaman

yaa, ada 
kemajuan tapi 
belum sembuh 
betul, kami 

mohon maaF...

kamu bikin 
malu aja

ayo kita 
lanjutkan 

diskusinya!

ampuunn
pak tuaa!!
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sodara-sodara sekalian, apa yang baru saja kita 
saksikan belum berarti apa-apa kalau dibandingkan 

dengan berbagai macam teror dan intimidasi 
yang dialami oleh para pendiri republik ini. bung 
karno, bung hatta, bung syahrir dan puluhan ribu 

yang lain, bertahun-tahun hidup penuh derita dalam 
pembuangan. tenang, tenaaang, tenaaang... yakinlah 

kita di jalan yang benar.

sodara-sodara sekalian...! para pemimpin bangsa kita dalam rapat-
rapat bpupki membahas konstitusi yang sekarang menjadi dasar 

untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di republik 
indonesia. itulah yang sekarang ini kita kenal dengan nama undang-
undang dasar 1945 atau disingkat uud 1945. presiden, dpr, tentara, 

polisi, hakim, jaksa, apa lagi kita yang rakyat jelata ini, harus 
tunduk pada ketentuan yang diatur dalam uud 1945. itulah sumber 

hukum tertinggi di negara kita. siapa yang tidak mau tunduk kepada 
uud 1945, berarti mengkhianati negara republik indonesia. uud 1945 

adalah hukum tertinggi di indonesia... paham?!

sok tau 
kamu, hehe...
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kalau yang dibahas dalam 
rapat-rapat itu adalah uud 
1945, berarti ada banyak 

bab, banyak pasal dan ayat-
ayatnya. betul begitu?

saya paham... tadi 
dia bilang bpupki 
mengadakan rapat-

rapat. artinya banyak 
kali rapat. betul 

begitu?

iya  
betul!

maka itu berarti, 
laki-laki ini akan 
berkoar-koar di 

hadapan kita selama 
satu hari penuh..!!

iya  
betul!
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singkat kata, kalau kita paham sejarah 
maka kita paham bahwa yang dimaksud 
dengan kesatuan masyarakat dalam 

pasal 18(b) uud 1945, tidak lain adalah 
desa, seperti desa kita ini, yang kalau 

di sumatera barat disebut nagari, 
di toraja disebut lembang, di maluku 

disebut negeri. di....

ohoi... 
ohoi...!

eh, kamu teriak-
teriak di situ 
mau panggil 

siapa..?

saya tidak panggil siapa-siapa, 
saya cuma mau bilang, kalau di 

kabupaten maluku tenggara, desa 
disebut ohoi. itu maksudnya...

negeri kita ini “bhineka tunggal 
ika” dan begitu banyak hal tentang 

negeri kita ini yang belum kita 
tahu. jadi, jangan sok tau.
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ceritamu 
itu menarik, 
tapi kurang 
meyakinkan!!

ah masa sih, saya 
berani bikin 

cerita bo’ong di 
hadapan pak tua..!!

berani sumpah 
pak, kalau saya 
bohong, cintaku 

akan diputus oleh 
si cantik ini...!

huh...! kenapa sih kamu itu 
tidak paham, sejak dulu kala 
aku membencimu bertubi-tubi. 

gimana bisa ada cinta di 
antara kita?!?!
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kata seorang 
FilsuF terkenal: 
tidak ada yang 

tidak bisa berubah, 
kecuali perubahan 

itu sendiri..!!

eh.. apa 
maksudnya?

saya berbicara 
tentang bangsa kita 
yang dulu dijajah, 

tapi sekarang sudah 
merdeka. mungkin saja 

bisa dijajah lagi, 
kalau kamu bisanya 
cuma goyang-goyang 

pinggul dan mengembek-
embek saja.

ihh... laki-laki 
cerdas yang 
menyebalkan!!

perempuan ini 
cantik dan cerdas, 

tapi kayaknya 
aku nggak punya 

peluang.

wah anak-anak 
muda sekarang 

gayanya berbeda 
jauh dibanding anak 

muda jaman dulu. 
bagaimana bung?

luar 
biasa..!!
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eh, bapak-bapak ini 
siapa ya?! kayaknya 

saya pernah lihat, tapi 
saya lupa di mana?

nama saya yamin, lengkapnya 
muhammad yamin, atau mr. muhammad 

yamin. ini kawan saya, proF. soepomo, 
ketua tim perancang naskah uud 1945.

inggih... 
nama saya 
soepomo.

kenapa gak 
bilang, kalau 

ada tamu 
penting!?

ini kawan saya juga di bpupki, namanya 
soetardjo kartohadikoesoemo. kalau 

mau tanya tentang desa, dia ini ahlinya.

inggih..., nama saya 
soetardjo yang lebih 

ahli yaa.. pak yamin dan 
pak soepomo.
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saya berani bertaruh 
yang satunya lagi 
pasti bung hatta!!

ya, nama saya hatta, 
biasa dipanggil bung 
hatta. tapi tidak usah 

bertaruh, tidak 
baik itu.

eh.., mohon maaF bukankah 
bapak-bapak ini sudah lama 
meninggal dunia. bagaimana 

bisa datang ke sini..?

hahaha... benar. tapi, ini kan cerita 
komik. bisa saja tokoh yang sudah mati 

dibikin hidup lagi. yaa.. suka-suka 
pengarang lah... hehehe. jangan lupa, 

saya ini kan sastrawan juga.

saya cuma penulis naskah 
komik pak. ngomong-

ngomong, benar nggak 
ya ceritanya si gembala 

kambing itu?

penulis
 naskah 

komik huma
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ya, ya benar..benar 
itu. hei kamu ke 

sini..!

saya? 
saya pak, 
hehehe...

dalam pidato saya di rapat bpupki antara lain 
saya katakan bahwa kesanggupan dan kecakapan 
bangsa indonesia dalam mengurus tata negara 
dan hak atas tanah sudah muncul sejak beribu-

ribu tahun yang lalu. itu dapat diperhatikan pada 
susunan persekutuan hukum seperti desa di pulau 

jawa, nagari di minanagkabau, susunan negeri 

bapak kok sampai 
menyebut-nyebut 

negeri sembilan di 
malaya?

hehehe... waktu itu saya mengusulkan 
agar wilayah republik indonesia 

sampai ke semenanjung malaya. tapi 
banyak yang tidak setuju, termasuk 

bung hatta.

sembilan di malaya, begitu pula di 
borneo, di tanah bugis, di ambon, 

di minahasa, dan lain sebagainya. 
susunan itu begitu kuat sehingga 

tidak bisa diruntuhkan oleh 
berbagai pengaruh kerajaan dan 

kedatangan bangsa-bangsa barat.

CKLiK!
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ya, saya tidak setuju karena 
usulan sdr. yamin itu agak 

berbau imperialistik, padahal 
kita anti imperialisme. tapi 

saya setuju pemikiran sdr. yamin 
tentang persekutuan masyarakat 
hukum seperti desa, nagari, dan 

sebagainya.

oke bung...! kerajaan 
majapahit berdiri lalu 

runtuh, begitu juga kerajaan 
sriwijaya, singosari, 

pajang, demak, mataram, dan 
lain-lain.

tapi desa-
desa tetap bertahan 

hidup sampai 
sekarang, tidak 
hancur dimakan 

jaman... tersungkur 
tapi tidak takluk, 
maju tak gentar 

membela yang 
benar...!

merdeka merdeka

merdeka

merdeka
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ya tuhan, orang-orang 
kampung ini masih bersemangat 

seperti dulu, sangat hormat dan penuh 
harapan kepada republik indonesia.

tapi para petinggi di jakarta, 
hancur-hancuran...

karena itulah saya berpendapat, hendaknya persekutuan-
persekutuan hukum adat itu menjadi kaki atau pondasi negara 
republik indonesia. ya, desa, nagari, dan sebagainya adalah 

pondasi yang sudah teruji kekuatannya.

kalau begitu, mengingkari keberadaan desa 
serta hak dan kewenangannya atas tanah 
di wilayahnya, sama dengan mengingkari 

keberadaan pondasi negara, merusak desa, 
sama dengan merusak pondasi negara. 

...pengkhianat...!!!

benar
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lalu, bagaimana keputusan 
rapat bpupki? apakah 

pendapat bapak diterima?

akrab 
nih..

nah, yang itu biar pak 
soepomo yang menjelaskan. 
beliau inilah yang menyusun 

rancangan uud 1945

inggih... 
pak yamin

ya, saya sering 
berbeda pendapat dengan pak yamin, tapi 

mengenai kedudukan desa kami sependapat... 
pendapat pak yamin tentang persekutuan 

masyarakat hukum adat diterima oleh semua 
peserta rapat bpupki. itulah sebabnya dalam 

penjelasan pasal 18 uud 1945 dinyatakan: 
.......... “dalam territoir negara indonesia 
terdapat lebih kurang 250 ZelFbesturende 

landchappen dan Volksgetneenschappen, seperti 
desa di jawa dan bali, negeri di minangkabau, 

dusun dan marga di palembang dan sebagainya. 
daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan 
oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah 

yang bersiFat istimewa. negara republik 
indonesia menghormati kedudukan daerah-

daerah istimewa tersebut dan segala peraturan 
negara yang mengenai daerah-daerah itu akan 

mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”
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pak, kalau Volksgemeenschappen saya 
paham, yaitu persekutuan masyarakat hukum 

adat seperti yang dimaksud pak yamin. 
pastilah maksudnya desa, kampung, nagari, 
negeri, ohoi dan sebagainya. tapi, apa itu 

ZelFbesturende landschappen?

ZelFbesturende landschappen, 
dulu diindonesiakan menjadi daerah swapraja atau 
daerah berpemerintahan sendiri, jumlahnya sekitar 
250 buah. saat ini semua sudah membubarkan diri, 
kecuali daerah istimewa jogyakarta. nah, sebelum 

jaman pemerintahan hindia belanda, swapraja-
swapraja itu sudah ada dan tidak dibubarkan oleh 
pemerintahan belanda. jadi mereka punya hak dan 
kewenangan mengurus rumahtangga sendiri atau 
istilah sekarang punya otonomi, jauh sebelum 

berdirinya negara republlik indonesia. karena 
itu, disebut mempunyai otonomi asli, bukan otonomi 

pemberian dari republik indonesia. dalam 
sejarahnya, otonomi persekutuan masyarakat hukum 

adat seperti desa, nagari dan sebagainya, jauh 
lebih tua daripada daerah swapraja seperti di 

jogjakarta

ooh... itu
saya akan coba 

terangkan...

bukan 
begitu pak 
tardjo?
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inggih... deso 
mowo coro, 

negoro mowo 
toto

waah... apa 
maksudnya? 
bahasa apa 
tadi pak?

maksudnya, hukum di negara 
ditentukan oleh raja atau pemerintah. 

ia lahir dan tumbuh atas kehendak pemerintah 
yang berganti-ganti. di desa, hukum itu lahir dan 
tumbuh menurut adat kebiasaan, ia tidak dibikin 

oleh orang tertentu, melainkan diadakan menurut 
kebutuhan dan keharusan hidup dan penghidupan 
yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri... 

desa menciptakan hukum adatnya sendiri. 
makanya, setiap desa adalah persekutuan 

masyarakat hukum adat. kalau istilah dalam 
pasal 18b ayat (2) uud 1945 hasil amandemen: 

kesatuan masyarakat hukum adat.

cocok!!
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kalau setiap 
desa menciptakan hukum 

adat sendiri, maka setiap 
desa punya ciri khas yang 

membedakannya dengan 
desa lainnya..

iya, tapi itu 
bukan hal penting 
untuk ditonjol-

tonjolkan
hmmm...!!

masyarakat desa juga
 saling belajar dengan warga desa 
tetangganya, sehingga banyak pula 

persamaan adat antar desa. yang jauh lebih 
penting adalah adanya ikatan lahir-batin warga 

desa dengan tanah di kampungnya... pertama, 
tanah menurut kepercayaan orang-orang di 

desa dilindungi asal-usul leluhur. kedua, di 
bidang kebendaan, wilayah desa merupakan 

lumbung untuk penghidupan masyarakat, ketiga, 
desa mempunyai hak kuasa atau kewenangan 
atas wilayahnya, baik di darat maupun di 

laut. itu yang oleh orang belanda disebut 
“beschikkingsrecht”.

ya, 
“beschikkingsrecht”...! 
kalau di kampong saya 

di sawahlunto, sumatera 
barat, kami sebut 

ulayat. setiap nagari 
punya ulayat. dimana 

ada nagari disitu ada 
ulayat.
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kalau begitu, 
setiap desa punya 
ulayat. dimana di 
situ ada ulayat , 
meskipun disebut 
dengan nama lain.

persis begitu 
pak tua...!!

beta juga bisa bilang, setiap negeri punya 
petuanan. dimana ada negeri disitu ada 

petuanan. jadi, seng perlu lagi pake syarat 
macam-macam yang bikin susah orang kampung 

saja. cukup musyawarah antar negeri untuk 
menentukan batas petuanan masing-masing.

tapi di sini ada ditulis, bahwa petuanan atau ulayat itu 
diakui kalau bisa dibuktikan masih ada masyarakat adat yang 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: pertama, secara turun 
temurun bermukim di wilayah geograFis tertentu di negara 
indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur... 

kedua, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan 
sumber daya alam di  wilayah adatnya... ketiga, adanya sistem 
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan 
hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari 

masyarakat pada umumnya.
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wah...
kalau begitu banyak 

negeri yang kehilangan 
hak dan kewenangan atas 
petuanannya, karena tidak 

bisa memenuhi syarat-syarat 
itu. jadi, itu syarat-syarat 

yang kau baca, kau pake 
sendiri saja...!!!

kita harus berterima kasih 
kepada pak yamin, pak soepomo, 
pak soetardjo dan bung hatta 

yang sudah capek-capek datang ke 
sini menjelaskan bagian penting 

dari sejarah bangsa kita.

maksudnya 
bagaimana 
pak tua?

kesalahan utama pembuat 
syarat-syarat yang dibacakan 

itu adalah menganggap 
kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat, statis dan tidak 
bergaul dengan orang lain... 

maksudnya 
si pembuat buku itu

 mesti sering mampir ke desa-
desa melihat kenyataan yang 

ada. lain teori lain prakteknya 
di lapangan! bukan begitu 

pak tua?
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contoh saja 
para tokoh 

kita ini... betah 
sangat mereka di 

kampung kita!

sebentar! 
sebentar! ada 
hal penting 

yang saya mau 
tanyakan

kami pikir
 kok masih ada 

yang kurang dari 
kehadiran tokoh-

tokoh sejarah kita 
ini... kenapa si 

ganteng yang satu 
itu tidak hadir 
juga di sini?

apa aku 
masih 

kurang 
ganteng 
buatmu?
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yang 
kumaksud 
sukarno! 
bukan kau

yaah... kalau 
yang itu sih saya 
memang tak ada 

apa-apanya, hehe..

tenang... lain 
waktu kami akan 
ajak soekarno 

ke sini

ah! 
mantaplah!

nah sudilah 
kiranya bapak-
bapak menginap 
di kampung sini, 
kami akan senang 

sekali

bukannya kami tak mau...
tapi karena saya yang 
membawa tokoh-tokoh 

ini ke sini maka...
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malam ini juga 
kami  pamit untuk 

meninggalkan
desa ini

sampai 
jumpa lagi

eh... kok 
perasaanku 
tidak enak?

iya perasaanku 
juga tidak 

enak?

pertanda 
apa ini pak 

tua...? hiks... 
hiks...

kami masih 
ada tugas di 
tempat lain.. 
lain waktu 
kami mapir 

lagi membawa 
soekarno... 

salam...

sampai 
ketemu 
lagi...



Tentang HuMa
HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental organization) yang bersifat nirlaba 
yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang 
sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan 
pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/
budaya dan hukum dalam pengusaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. 
Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal 
sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan 
hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan 
praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai 
kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :
• Hak Asasi Manusia;
• Keadilan Sosial;
• Keberagaman Budaya;
• Kelestarian Ekosistem;
• Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
• Kolektifitas.

Sejarah
Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi 
dan lawyer) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum 
di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan 
HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 
sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa 
berjumlah 25 orang yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, 
SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, 
SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., 
Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., 
Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH.LLM., Dr. 
Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., 
Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., dan Abdias Yas, SH.

Visi
Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang 
adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan 
keragaman sosial budaya.

Misi
1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) 

melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.
2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk 

menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.
3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis 

situasi empirik.
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4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri 
untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja
• Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar
• Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indonesia)
• Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang
• Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)
• Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea
• Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya

Program Kerja
1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model 

rekruitmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin 
meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan 
hukum, legal drafting, conflict resolution, dan advokasi kebijakan

2. Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya 
mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal 
dan adat.

3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan 
pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan 
media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.

4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam 
mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi 
di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ 
yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.

5. Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin professional, 
kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Ketua   : Chalid Muhammad, SH
Sekretaris  : Andik Hardiyanto, SH
Bendahara  : Ir. Andri Santosa

Badan Pelaksana
Direktur Eksekutif  : Andiko, SH
Koordinator Program : Bernadinus Steny, SH

Tandiono Bawor, SH (Program Sekolah PHR Indonesia)
Siti Rakhma Mary, SH, MSi (Program Resolusi Konflik)
Widiyanto, SH (Program Pusat Data dan Informasi)
Bernadinus Steny, SH (Program Kehutanan dan Perubahan Iklim)

Program Pengembangan
Kelembagaan  : Susi Fauziah, BSc
Kepala Keuangan  : Nerawati, SE
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Alamat : Jalan Jati Agung No. 8 Jatipadang,
   Jakarta, Kode Pos 12540, Indonesia
Telp : +62 (21) 78845871, 
Fax : +62 (21) 780 6959
Email : huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id
Facebook : http://www.facebook.com/pages/
   HuMa/#!/pages/HuMa/166739710038281
Twitter : @perkumpulanhuma




